Dalam hal pelaksanann pendidikan femyata thnbul keny

tethiadap

pihak lain ateu peserra didik vens mengakibatin terhentinya pendidikan,
maka segala resiko vang timbul sepenuhnva menjadi tanggung jawap
pihak Pemegang izin dan keputusan inj dapzt dibatalkan dan atau bata)
demi hukum

KEEMPAT : Segala Penyimpangan dan aray kelalatan atas ketenyan dalam keputusan

ini yang dapat menigikan kewibawaan pemenntah baik sengaja maupun

tidak sengaja, maka keputusan ini batal aray batal demi hukym

KELIMA Tidak dibenarkan mengalibkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan
dalih epapun  sebelum adanya persctujuan  darj Pemerintah Daersh
Kabupaten Bogar.

KEENAM ¥ Koputusan ini mulai berlaku paca tangeal ditetapken
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-KEPALA DINAS PENDIDIK AN
KJAB\\‘{I EN BOGOR

Karia, S11,
Pem)| Thama Muda
“NTPET96010111985031 007

M. Si

Tembusan

|- ¥t Kepals Dinas Pendidikan Pravinsi Jawn arat,

2 ¥th Dupeti Bogor melelui Sekretaria Dacrsly Kahupaien Bogar
3 ¥th Ketus Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Kabupaten Bogor.
4. Yth Camat Rumpin;
i3, Yth Kepala UPT Kurikvlum Kecamaton Rurpin,

6 Yth Kepala Desa Sukasari Keeamatan Rumpin.
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

JI. Nyaman No'1 Desa Tengah Kec. Kahuripan Telp, 021 875319]

+ Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor - 421 1/ 766 -Disdik/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HARAPAN BUNDA
JL. KP. SURASARIRT 07 RW 01

DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIXAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang - a  Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan  pendidikan

kepada mesyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usiz

dini,  perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini / PAUD HARAPAN BUNDA yang berokasi di
JL Xp. Sukasari RT 07 RW 01 Dasa/Kelurahan Sukasari Kecamatan

Rumpin Kabupaten Bogor

b Bahwa berdasarkan  nertimb

van  sebapmmana  dimaksud  dalans

hurut' 2 perlu menctapkan  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

tentaag  lzin Pendinan  Pendidikan  Anak Usia Dini / PALUD

HARAPAN BUNDA yang berlokssi di J). Kp. Sukasari RT 67 RW

01 Desa/Kelurahan Sukasar Kecamatan Rumpin Kabupaien Bogor,

; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemenntah Dagrah

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Pasal 28,

H Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat { Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan *

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional



Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menctapkan
KESATU

KEDUA

r

Pemen

Paratra

s No7l tahun 1991 tentang Pendidiken Luar
Szkaleh  (PL8), Pereturan Pemerincah M0.27 tehun 1990 tentany.
Pendidikan Pra Sekolah, '
Repumsan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal: 76
April 2002 tentang Pedoman Pendidan Sekalah

Peraturan Dagrah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan den
Kedudukan Organisasi Perangkal Daerali | Lembaran Dacrah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomar 9 );

Peraturan Daerzh Kabupaten Bogor Nemor - 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daeran Tahun 2008 Nomor 11},

Keputusan  Bupati  Bogor tentang  Pendelepasian Kewenangan
Penandatanganan  Dokumen  Administrasi Pelayanan ~ Umum
Kepada Kepale Dinas Pendidikan  Nomori61/188/Kpts/Huk/2003
tanggal 30 Mei 2005,

Surat  permohonan  izin  Operasional  dari Penyelenggara
Pendidikan PAUD Harayan Bunda tangpal 04 Okiober 2010 Nomor
OUPAUD/HB/2010, Perihal ljin Oprasional PAUD,

Penilaian Uji Keluyakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
Dinas Pendidikan Kecartatan Rumpin tanggal 22 Nopembar 2010,

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD  : Harapan Bunda

Alamat : JL Kp. Sukasari RT 07 RW 01
DesalKel : Sukasari
Keeamatan : Rumpin

Pemberian 1zin scbagarmana dimaksvd dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang memenuhi semua lietentuan psratoran perundang-undangan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar wlang ( Her Registrasi )

setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .



